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SENDAWAR 
 

 

 
PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK PAYUNG BERSYARAT 

 

JASA KEBERSIHAN UNTUK PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  

 
Nomor : 027/481/UMUM-TU.P/XI/2020 

Tanggal 11 Desember 2020 
 

RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK  
 

1. Bentuk Kontrak        : Surat Perjanjian Kontrak Payung Bersyarat 

2.  Penetapan Barang/Jasa : Jasa Lainnya 

3. Cara Pengadaan          : Penyedia 

3. Jenis Kontrak           : Kontrak Payung  

4. Jenis Pembayaran      : Dilaksanakan sesuai Kesepakatan antara PA/KPA/PPK pada 
Perangkat  Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat yang 
dituangkan dalam Bentuk Kontrak dengan nilai ketentuan sesuai 
dengan Bentuk Kontrak yang dipandang memenuhi kebutuhan oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak Perangkat Daerah berupa : 
a. Sekaligus dalam hal menggunakan Bukti Pembayaran untuk total 

nilai kontrak paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 
dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

b. Sekaligus dalam hal menggunakan Kuitansi untuk total nilai 
kontrak paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

c. Bulanan dalam hal menggunakan Surat Perintah Kerja untuk 
nilai kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan 
harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

d. Bulanan dalam hal menggunakan Surat Perjanjian untuk nilai 
kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

PA/KPA/PPK setelah mengetahui volume dan/atau waktu 
pelaksanaan membuat kontrak berdasarkan Bentuk Kontrak 
sebagaimana disebutkan diatas, dengan ketentuan berupa Tahun 
Tunggal, yaitu  : 
1. penyelesaiannya tidak boleh melebihi 12 bulan; atau  
2. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; 
PA/KPA/PPK setelah mengetahui volume dan/atau waktu 
pelaksanaan membuat kontrak berdasarkan Bentuk Kontrak 
sebagaimana disebutkan diatas, dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Pejabat Penandatangan Kontrak dilarang mengadakan ikatan 

perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia 
Kontrak Payung Bersyarat ini, dalam hal belum tersedia anggaran 
belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat 
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang 
tersedia dari APBD Perangkat Daerah; 

 



 

5.  : 2. Pejabat Penandatangan Kontrak Perangkat Daerah melakukan 
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
dengan melampirkan rincian volume dan/atau waktu 
pelaksanaan sebagai lampiran dengan mengacu pada Harga 
Satuan Kontrak Payung Bersyarat ini beserta jumlah Total Nilai 
Kontrak; 

3. dalam hal Total Nilai Kontrak bernilai paling sedikit diatas 
Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Penyedia wajib 
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga 
14 (empat belas) hari kalender setelah masa pelaksanaan Surat 
Perjanjian yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai 
Barat. 

4. Pembayaran menjadi tanggung-jawab, tugas, dan kewenangan 
masing-masing Pejabat Penandatangan Kontrak pada masing-
masing Perangkat Daerah yang melakukan Perikatan dengan 
Bentuk Kontrak yang digunakan. 

 

 5. Uang Muka               : Tidak Diberikan Uang Muka 

6. Kehadiran Penyedia                : 1. Setiap Saat Untuk Seluruh Tenaga Kerja Operasional, 
Pramubakti Kebersihan Umum (General Cleaning) dan 
Petugas Taman (Gardening) 

2. Kecuali untuk Kepala Pengelola Kebersihan dan 
Pramubakti yang minimal melakukan kunjungan pada 
periode 1 bulan 1 kali melaporkan hasilnya secara berkala 
atas nama Badan Usaha. 

7. Penyesuaian harga :  Tidak Diberlakukan Perubahan Harga Satuan Kontrak Payung selama Masa 
Berlaku Kontrak Payung. 

8. Sanksi / Denda                     
: 

 1. Pengenaan denda sebesar nol koma satu persen (0,1%) perhari 
keterlambatan dari nilai pesanan dengan maksimal denda sebesar 
lima persen (5%) dalam hal Penyedia Tidak menanggapi pesanan 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau 

2. Tidak melayani dan/atau mengirimkan seluruh atau sebagian 
pesanan sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan transaksi; 

3. Dalam hal transaksi dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah/Unit 
Kerja berdasarkan Keterlambatan tiap satuan jasa dalam kontrak 

9. Penyelesaian          :  Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP 

 Sengketa   
 Kontrak   

10. Sumber Pendanaan :  DPA Masing-Masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
yang melakukan Pemesanan dengan informed concern hak tagih hingga 5 
(lima) tahun, dalam hal tidak dapat direalisasikan menjadi kewajiban bagi 
Pengguna Anggaran Untuk Menganggarkan hingga Penyedia yang 
memenuhi kewajiban dapat terpenuhi hak atas pembayarannya. 
Pada Saat Rancangan Kontrak ini disusun telah terdapat 3 (tiga) Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran potensial yang akan menggunakan 
anggarannya untuk melakukan Kontrak pada tahun anggaran 2021, yaitu : 

1. Badan Pendapatan Daerah 
2. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 
3. Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Dalam hal terdapat Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan Harga 
Satuan Dari Kontrak Payung ini sebagai bentuk dari perluasan dan belum 
diketahuinya volume dan/atau waktu penggunaan dari Perangkat Daerah 
selain yang disebutkan diatas maka wajib menggunakan Harga Satuan dari 
Kontrak Payung Bersyarat ini selama masa berlaku Kontrak Payung. 
 

11. Masa Berlaku Kontrak 
Payung 

: 1. 01 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021; dan 
2. 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. 

 
 
 
 



 

 
 

Penyusun Dokumen Persiapan Pengadaan- Rancangan Kontrak, 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Selaku Konsolidator 

Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.,AFP.,CP.NLP 
NIP. 19850908 201101 1 004  

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 
Pejabat Penandatangan Kontrak Payung 

Bersyarat 
 
 
 
 
 
 

LEONARD YUDIARTO, S.E 
NIP. 19780615 200212 1 008 

 

  



 

KONTRAK PAYUNG ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

 DENGAN 

………………………… 

 

TENTANG 

JASA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KUTAI BARAT 

Nomor : ……………………… 

 

Pada hari ini ……………. tanggal …………..  bulan …………. Tahun ………….. 

(………………….) yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

1. Leonard Yudiarto, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kab. 

Kutai Barat berkantor di gedung Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat Komplek 

Pemerintah Kab. Kutai Barat, JI. Perkantoran I Sendawar, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris 

Daerah Nomor 900/3787/PBJ-TU.P/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 

Tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Pejabat 

Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia dan 

Penunjukan Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan Sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen Konsolidator Kontrak Payung Bersyarat  untuk menandatangani Kontrak 

Payung Bersyarat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan 

Penyedia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan 

2. [nama penanggung jawab penyedia], [jabatan penanggung jawab penyedia], [nama 

badan usaha pelaku usaha], beralamat di [alamat badan usaha] dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama [nama badan usaha], yang berkedudukan di [alamat kantor badan 

usaha], berdasarkan Pasal [pasal anggaran dasar kewenangan] Akta 

Pendirian/Anggaran Dasar [nama badan usaha] Nomor: […..] tanggal [………..] yang 

dibuat di hadapan [nama Notaris], Notaris di [Domisili Notaris] dan sebagaimana 

terakhir diubah dalam [akta perubahan jika ada] [nama penyedia] Nomor [angka akta 

perubahan] tanggal […………………], yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor [nomor legalitas AHU] 

tanggal […………………….], yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". 

 

MENGINGAT: 

 

(a) bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai tersebut 

diatas dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK  

(b) bahwa Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan 

pekerjaannya memerlukan Jasa Lainnya Jasa Kebersihan. 

(c) bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Jasa Kebersihan tersebut, 

PIHAK PERTAMA telah melakukan proses Tender Kontrak Payung  

terhadap beberapa penyedia yang dilakukan oleh Pokja [……………….] 

sesuai Surat Nomor: [nomor berita acara] tanggal [berita acara]. Bahwa 

PIHAK KEDUA dianggap mampu dan sanggup untuk memenuhi  

kebutuhan  Jasa Kebersihan tersebut. 

(d) bahwa berdasarkan hasil seleksi telah ditetapkan PIHAK KEDUA sebagai 

pemenang untuk penyediaan Jasa Kebersihan  yang dibutuhkan oleh 

Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

(e) bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PIHAK sepakat 

untuk mengikatkan diri dalam bentuk kontrak payung dengan ketentuan 



 

dan persyaratan sebagai berikut: 

i. Harga Satuan yang menjadi acuan merupakan Harga Standar yang 

berlaku selama tahun anggaran 2021-2022; 

ii. Proses Tender Kontrak Payung Bersyarat menggunakan kapasitas 

minimal kemampuan belanja dengan standar mengacu pada beberapa 

lokasi; 

iii. Dalam hal dilaksanakan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran 

Keuangan sebagai akibat Perjanjian / Perikatan dengan Perangkat 

Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah kabupaten Kutai Barat menjadi tanggung-jawab mutlak 

antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-

masing dan wajib dituangkan dalam Kontrak yang mengacu pada 

Kontrak Payung Bersyarat ini; 

iv. Dengan secara sadar PIHAK KEDUA mematuhi ketentuan bahwa 

Perikatan yang mengakibatkan Hubungan Kerja adalah Kontrak yang 

dilaksanakan dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada tahun 

anggaran 2021 hingga tahun anggaran 2022 dan Kontrak Payung 

Bersyarat ini hanya menetapkan Harga Satuan atas Nilai Pekerjaan 

yang belum dapat dipastikan waktu pemesanannya. 

(f) Harga Satuan yang berlaku pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 

adalah sebagai berikut : 
No Kategori 

Jasa 

Kebersihan 

Harga 

Satuan 

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat melaksanakan 

Pemesanan 

1. Tipe A ……… • Sekretariat Daerah Kab. Kutai 

Barat 

• Sekretariat DPRD Kab. Kutai 

Barat 

2. Tipe B ……… • Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

• Dinas Kesehatan 

• Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

• Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan 

• Satuan Polisi Pamong Praja 

• Dinas Sosial 

• Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

• Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

• Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

• Dinas Pemberdayan Masyarakat 

dan Kampung 

• Dinas Perhubungan 

• Dinas Komuikasi dan Informatika 

• Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

• Dinas Pemuda dan Olah Raga 

• Dinas Arsip dan Perpustakaan 

• Dinas Ketahanan Pangan 

• Dinas Lingkungan Hidup 

• Dinas Perdagangan Koperasi 



 

No Kategori 

Jasa 

Kebersihan 

Harga 

Satuan 

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat melaksanakan 

Pemesanan 

Usaha Kecil dan Menengah 

• Dinas Pariwisata 

• Dinas Pertanian 

• Dinas Perikanan 

• Badan Keuangan dan Aset Daerah 

• Badan Pendapatan Daerah 

• Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

• Badan Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah 

• Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

• Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

• Sekretariat Korpri 

3. Tipe C ……… • RSUD Harapan Insan Sendawar 

• Rumah Sakit Pratama Kab. Kutai 

Barat 

• Seluruh Puskesmas di Kab. Kutai 

Barat 

4. Tipe D ……… • Rumah Dinas Pejabat : 

▪ Bupati Kutai Barat 

▪ Wakil Bupati Kutai Barat 

▪ Ketua DPRD Kab. Kutai 

Barat 

▪ Sekretaris Daerah Kutai Barat 

• Seluruh Kantor Kecamatan di 

Kab. Kutai Barat 

5. Tipe E ……… • Balai Pertemuan Umum Tanaa 

Purai Ngeriman 

• Gedung PKK Pusat Kab. Kutai 

Barat 

 

6. Tipe F ……… • Alun-Alun ITHO 

• Gelanggang Olahraga Desnan 

• Taman Bung Karno 

(g) Perhitungan Volume Pekerjaan pada Pengguna yang dapat melaksanakan 

Pemesanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

i. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dengan 

mengisi tabel berikut pada Kontrak yang mengacu Kontrak Payung 

Bersyarat ini, yaitu : 

No Uraian Jumlah 

(orang) 

Keterangan 

1 Jumlah Pengelola (Leader) 

Pramubakti Kebersihan Umum 

(General Cleaning) dan/atau 

Jasa Perawatan Taman 

(Gardener) 

…… Diisi sesuai 

kebutuhan 

2 Jumlah Pekerja (Worker) 

Pramubakti Kebersihan Umum 

(General Cleaning) dan/atau 

…… Diisi sesuai 

kebutuhan 



 

No Uraian Jumlah 

(orang) 

Keterangan 

Jasa Perawatan Taman 

(Gardener) 

Total Pekerja …… Diisi sesuai hasil 

penjumlahan 

kebutuhan 

 

ii. Selanjutnya untuk memperoleh volume diisi dengan melakukan 

penjumlahan perkalian pada tabel sebagai berikut : 

No Total 

Pekerja 

Durasi 

Kerja 

(Bulan) 

Luas 

Wilayah 

Pekerjaan 

(meter 

persegi) 

Volume Satuan 

     .. 

pekerja/.. 

bulan/.. 

meter 

persegi 

 

Nilai Kontrak pada Perangkat Daerah / Unit Kerja di Bawah Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat dihitung dengan cara 

sebagai berikut :  
No Uraian 

Pekerjaan 

 Satuan Harga Satuan Sub-Total 

1   .. pekerja/.. 

bulan/.. meter 

persegi 

  

 Nilai Pekerjaan Kontrak  

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%  

 Total Nilai Kontrak  

Catatan : 

- Perhitungan Volume mengacu pada poin (g) 

- Harga Satuan mengacu pada poin (f) 

(h) Pejabat Penandatangan Kontrak Adalah Pelaku Pengadaan yang menerima 

Tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran pada masing-masing 

Perangkat Kerja/Unit Kerja di Pemerintah Kab. Kutai Barat; 

(i) Bentuk Kontrak mengacu pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Jasa Lainnya 

dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Total Nilai Kontrak sebagai berikut : 

i. Bukti Pembayaran untuk Total Nilai Kontrak hingga sama dengan 

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 

ii. Kuitansi untuk Total Nilai Kontrak diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) hingga sama dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 

iii. Surat Perintah Kerja untuk Total Nilai Kontrak diatas Rp50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) hingga sama dengan Rp200.000.000 (dua ratus  

juta rupiah); 

iv. Surat Perjanjian untuk Total Nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000 

(dua ratus juta rupiah); 

Standar Dokumen Kontrak mengacu dengan substansi pada Format yang dirilis 

oleh LKPP; 

(j) Pejabat Penandatangan Kontrak dilarang melakukan Perikatan melebihi satu 

tahun anggaran atau tahun jamak dengan PIHAK KEDUA; 



 

(k) Pejabat Penandatangan Kontrak dilarang melakukan Perikatan dalam hal belum 

terdapat kepastian anggaran dengan PIHAK KEDUA; 

(l) PIHAK KEDUA Dilarang melakukan Perubahan Harga Satuan yang telah 

disepakati dengan PIHAK KESATU dalam hal melakukan Perikatan dengan 

Pejabat Penandatangan Perjanjian dengan alasan apapun; 

(m) Pejabat Penandatangan Kontrak Dilarang melakukan Perubahan Harga Satuan 

yang telah disepakati antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal 

melakukan Perikatan dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan alasan 

apapun; 

(n) Pembayaran Tenaga Kerja menjadi sepenuhnya Tanggung Jawab Mutlak 

PIHAK KEDUA dan menjadi diluar tanggung jawab PIHAK KESATU 

maupun Pejabat Penandatangan Kontrak, Pembayaran Tenaga Kerja 

dilaksanakan dengan ketentuan Pengupahan sebagai berikut : 

i. Leader 

No Uraian Nilai Keterangan 

1 Upah Minimum Posisi 
Pengelola (Leader) 
Petugas Kebersihan 
dan Pramubakti 
Kebersihan Umum 
(General Cleaning) 
dan Pekerja 
Kebersihan Taman 
(Gardener) ditambah 
Insentif Posisi Leader 

                                                                                      
4,503,733.00  

Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan Upah 
Luncuran 2021-2022 
=Rp3.503.733 
 
Insentif Leader Rp1.000.000 
 
Pembulatan keatas 

2 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Hari Tua 

                                                                                         
180,149.32  

Peraturan Presiden Nomor 
80 tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 
82 tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, total 4% 
dan 1% dibayar dan telah 
termasuk dalam Upah 
 
Pasal 30 ayat (1) 4% dibayar 
oleh Pemberi Kerja; dan 1% 
dibayar oleh Peserta, 
sehingga diperhitungkan 4% 

3 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 

                                                                                            
10,808.96  

Termasuk dalam Risiko 
Sangat Rendah karena 
melayani Jasa Pemerintahan 
dan/atau Jasa-Jasa Umum 
Lainnya sebagaimana diatur 
dalam Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 tahun 
2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian, 
dengan demikian 
berdasarkan Pasal 16 huruf 
a menjadi sebesar 0,24% 
dari Upah Sebulan; 



 

No Uraian Nilai Keterangan 

4 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kematian 
(JKM) 

                                                                                            
13,511.20  

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian, dengan 
demikian berdasarkan Pasal 
18 ayat (1) menjadi sebesar 
0,30% dari Upah Sebulan; 

5 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Pensiun 

                                                                                            
90,074.66  

Sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua 
 
Pasal 28 ayat (3) 2% 
ditanggung pemberi kerja 
selain penyelenggara negara 
dan 1% ditanggung oleh 
peserta, sehingga 
diperhitungkan 2% 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
4,798,277.14  

Jumlah Biaya keseluruhan 
Posisi Pengelola Petugas 
Kebersihan dan Pramubakti 
(Leader) dalam satu bulan 
sebelum Pembulatan 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
4,798,278.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 

Tunjangan Hari Raya 
                                                                                      
4,503,733.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 

Biaya Lembur Hari Minggu 
52 hari dalam setahun (1 

hari minggu = 1 jam) 
                                                                                      
1,442,256.97   Khusus Tipe C 

 

ii. Worker 

No Uraian Nilai Keterangan 

1 Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan 
Upah Luncuran dan 
ditambah Insentif 
250.000 

                                                                                      
3,753,733.00  

Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan Upah 
Luncuran 2021-2022 
=Rp3.503.733 
 
Insentif Pekerja Rp250.000 
 
Pembulatan keatas 

2 Biaya Tarif BPJS - 
Jaminan Kesehatan  

                                                                                         
150,149.32  

Peraturan Presiden Nomor 
80 tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 
82 tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, total 
4% dan 1% dibayar dan 
telah termasuk dalam Upah 



 

No Uraian Nilai Keterangan 

 
Pasal 30 ayat (1) 4% 
dibayar oleh Pemberi Kerja; 
dan 1% dibayar oleh 
Peserta, sehingga 
diperhitungkan 4% 

3 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 

                                                                                              
9,008.96  

Termasuk dalam Risiko 
Sangat Rendah karena 
melayani Jasa 
Pemerintahan dan/atau 
Jasa-Jasa Umum Lainnya 
sebagaimana diatur dalam 
Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 
tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian, 
dengan demikian 
berdasarkan Pasal 16 huruf 
a menjadi sebesar 0,24% 
dari Upah Sebulan; 

4 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kematian 
(JKM) 

                                                                                            
11,261.20  

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian, dengan 
demikian berdasarkan 
Pasal 18 ayat (1) menjadi 
sebesar 0,30% dari Upah 
Sebulan; 

5 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Pensiun 

                                                                                            
75,074.66  

Sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua 
 
Pasal 28 ayat (3) 2% 
ditanggung pemberi kerja 
selain penyelenggara 
negara dan 1% ditanggung 
oleh peserta, sehingga 
diperhitungkan 2% 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
3,999,227.14  

Jumlah Biaya keseluruhan 
Posisi Pekerja 
(Worker)Petugas 
Kebersihan dan Pramubakti 
(Kebersihan 
Umum/General Cleaning) 



 

No Uraian Nilai Keterangan 

dan Kebersihan Taman 
(Gardener) dalam satu 
bulan sebelum Pembulatan 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
3,999,228.00  

Jumlah Sesudah 
Pembulatan 

Tunjangan Hari Raya 
                                                                                      
3,753,733.00  

Jumlah Sesudah 
Pembulatan 

Biaya Lembur Hari Minggu 
52 hari dalam setahun (1 

hari minggu = 1 jam) 
                                                                                      
1,202,080.09   Khusus Tipe C 

 

 

(o) Daftar tipe penerima manfaat pengguna akhir potensial 

 
No Jenis Kategori Kriteria   Daftar Pengguna Akhir 

Potensial 

1. Tipe A • Gedung Perkantoran 

Bersifat 

Kesekretariatan, 

memiliki ruang aula 

rapat besar, tingkat 

kepadatan kunjungan 

tamu relatif tinggi, 

kebutuhan pelayanan 

prima, bersih, nyaman, 

dan tepat;atau 

• Luas Wilayah Gedung 

dan Taman diatas 

10.000 m2 

• Sekretariat Daerah 

Kab. Kutai Barat 

• Sekretariat DPRD 

Kab. Kutai Barat 

2. Tipe B • Gedung Perkantoran 

Dinas/Badan, berfungsi 

untuk melaksanakan 

pelayanan urusan 

Pemerintah Daerah, 

kepadatan kunjungan 

tamu relatif tinggi, 

kebutuhan kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, dan 

tepat;atau 

• Luas Wilayah Gedung 

dan Taman antara 3.000 

m2 hingga 10.000 m2 

 

• Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

• Dinas Kesehatan 

• Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang 

• Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

• Satuan Polisi Pamong 

Praja 

• Dinas Sosial 

• Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga 

Berencana 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

• Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

• Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

• Dinas Pemberdayan 

Masyarakat dan 

Kampung 

• Dinas Perhubungan 

• Dinas Komuikasi dan 



 

No Jenis Kategori Kriteria   Daftar Pengguna Akhir 

Potensial 

Informatika 

• Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

• Dinas Pemuda dan 

Olah Raga 

• Dinas Arsip dan 

Perpustakaan 

• Dinas Ketahanan 

Pangan 

• Dinas Lingkungan 

Hidup 

• Dinas Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah 

• Dinas Pariwisata 

• Dinas Pertanian 

• Dinas Perikanan 

• Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

• Badan Pendapatan 

Daerah 

• Badan Perencanaan 

Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

• Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

• Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

• Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

• Sekretariat Korpri 

3. Tipe C • Pelayanan pada Gedung 

Fasilitas Kesehatan, 

namun sebatas pada 

ruang umum berupa 

selasar, rabat, dan/atau 

taman (bukan ruang 

penanganan medis yang 

memiliki standar 

akreditasi kesehatan 

tertentu); 

• Pelayanan dilaksanakan 

dalam 24 jam perhari 

dan tanpa hari libur; 

dan/atau 

• kepadatan kunjungan 

tamu sangat tinggi, 

kebutuhan pelayanan 

prima, bersih, nyaman, 

dan tepat; 

• RSUD Harapan Insan 

Sendawar 

• Rumah Sakit Pratama 

Kab. Kutai Barat 

• Seluruh Puskesmas di 

Kab. Kutai Barat 

4.  Tipe D • Gedung 

Perkantoran/Bangunan 

Pemerintah Lainnya, 

• Rumah Dinas Pejabat : 

1. Bupati Kutai Barat 

2. Wakil Bupati Kutai 



 

No Jenis Kategori Kriteria   Daftar Pengguna Akhir 

Potensial 

berfungsi untuk 

melaksanakan 

pelayanan urusan 

Pemerintah Daerah, 

domisili jabatan, atau 

Kantor dan/atau Rumah 

Dinas Kepala Wilayah 

Kecamatan;  

• kepadatan kunjungan 

tamu relatif sedang, 

kebutuhan kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, dan 

tepat; 

• Luasan lahan di 

dominasi dengan luas 

bangunan yang relatif 

lebih kecil 

dibandingkan 

taman;atau 

• Luas Wilayah Gedung 

dan Taman antara 1.000 

m2 hingga 7.500 m2 

Barat 

3. Ketua DPRD Kab. 

Kutai Barat 

4. Sekretaris Daerah 

Kutai Barat 

• Seluruh Kantor 

Kecamatan di Kab. 

Kutai Barat 

5. Tipe E • Gedung Pertemuan 

Pemerintah Daerah 

yang dapat digunakan 

oleh Pengguna/Tenant 

dari Masyarakat 

dan/atau Pemerintah 

untuk berbagai acara 

pertemuan;atau 

• Kepadatan kunjungan 

sangat tinggi namun 

dengan frekuensi waktu 

tertentu; 

• Balai Pertemuan Umum 

Tanaa Purai Ngeriman 

• Gedung PKK Pusat 

Kab. Kutai Barat 

 

6. Tipe F • Bangunan Pemerintah 

yang di dominasi 

dengan luas halaman 

yang lebih besar 

ketimbang bangunan 

utama;atau 

• Kepadatan kunjungan 

sangat tinggi namun 

dengan frekuensi waktu 

tertentu; 

• Alun-Alun ITHO 

• Gelanggang Olahraga 

Desnan 

• Taman Bung Karno 

 

  



 

 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam KONTRAK ini harus 

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan 

sebagai berikut: 

 1.1 KONTRAK PAYUNG BERSYARAT 

yang selanjutnya disebut KONTRAK 

PAYUNG adalah perjanjian tertulis antara 

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK 

KEDUA serta dokumen lain yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari 

KONTRAK. 

 

 1.2 Pengguna Jasa adalah Perangkat Daerah / 

Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Barat sebagaimana tercantum dalam bagian 

(f) dan (o) Kontrak Payung Bersyarat ini. 

 

 1.3 KONTRAK adalah perikatan antara PIHAK 

KEDUA dengan Pengguna Jasa yang Harga 

Satuannya mengacu pada KONTRAK 

PAYUNG BERSYARAT ini. 

 1.4 Hari adalah hari kalender. 

 1.5 Masa KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT  adalah jangka waktu 

berlakunya KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT ini terhitung sejak tanggal 

penandatanganan KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT sampai dengan tanggal 31 

Desember 2022. 

 1.6 Masa KONTRAK adalah jangka waktu 

berlakunya KONTRAK yang 

ditandatangani dan disepakati antara 

PIHAK KEDUA selaku PENYEDIA 

bersama Pejabat Penandatanganan Kontrak 

terhitung sejak tanggal penandatanganan 

sampai dengan  waktu yang disepakati dan 

tidak dapat melampaui tahun anggaran. 

2. Hak dan 

Kewajiban 

2.1 Hak PIHAK PERTAMA 

 1)  Mendapatkan pelayanan dari PIHAK 

KEDUA di dalam  memenuhi kebutuhan 

Jasa kebersihan sesuai kontrak dan surat 

perintah yang diajukan oleh Pengguna jasa 

kepada PIHAK KEDUA. 

 2)  Melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan jasa kebersihan yang 

dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan 

Pengguna jasa. 

 

 3)  Mendapatkan keterangan-keterangan yang 

diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan PIHAK PERTAMA. 



 

 4)  Mendapatkan laporan/ data yang diperlukan 

dalam rangka monitoring­ evaluasi 

pelaksanaan jasa kebersihan;dan 

 5)  Mengenakan sanksi sesuai dengan 

kesepakatan dalam KONTRAK ini dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 2.2 Kewajiban PIHAK PERTAMA 

 

 1)  Memfasilitasi penayangan produk PIHAK 

KEDUA pada portal LPSE Kabupaten Kutai 

Barat dan Website Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa Kab. Kutai Barat; 

 

 2)  Mempertimbangkan permintaan PIHAK 

KEDUA atas fasilitas-fasilitas dalam bentuk 

sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

sesuai ketentuan KONTRAK; 

 3)  Tidak menggunakan dan menginformasikan 

dokumen KONTRAK atau dokumen lainnya 

yang berhubungan dengan KONTRAK untuk 

kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi 

teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali 

dengan izin tertulis dari PIHAK KEDUA; 

 

 4)  Melakukan pembayaran yang dilaksanakan 

oleh Pengguna jasa kepada PIHAK 

KEDUA dalam jangka waktu sebagaimana 

ditetapkan dalam kesepakatan Surat 

Pemesanan antara Pengguna Jasa dengan 

PIHAK KEDUA; 

 

 5)  Melaksanakan kontrak ini sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 2.3 Hak PIHAK KEDUA 

 

 1)  Mendapat kesempatan untuk didampingi 

oleh penasehat hukum; 

 

 2)  Mendapat kesempatan untuk membaca dan 

memahami secara penuh ketentuan 

KONTRAK ini; 

 3)  Mendapatkan kesempatan yang memadai 

untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan 

semua ketentuan dalam KONTRAK ini 

beserta semua fakta dan kondisi yang 

terkait; 

 4)  Mendapat fasilitas berupa penayangan produk 

PIHAK KEDUA pada portal LPSE Kabupaten 

Kutai Barat dan Website Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat; 

 



 

 5)  Mendapatkan pembayaran dari Pengguna/ 

Penyewa sesuai Kesepakatan Surat 

Pemesanan Jasa Kebersihan yang dibuat 

antara Pengguna Jasa dengan PIHAK 

KEDUA 

 2.4 Kewajiban PIHAK KEDUA 

 

 1)  Menanggapi pesanan Jasa Kebersihan yang 

dimohon oleh Pengguna Jasa paling lambat 

7 (tujuh) hari kalender terhitung mulainya 

pemesanan; 

 2)  Melayani dan mengirimkan seluruh Jasa 

Kebersihan sesuai dengan ketentuan dalam 

kesepakatan transaksi antara PIHAK 

KEDUA dengan Pengguna; 

 3)  Menyediakan Jasa Kebersihan (bagi SKPD/ 

UKPD sesuai dokumen lelang) dan tenaga 

kerja sesuai dengan jangka waktu 

berdasarkan perjanjian antara PIHAK 

PENYEDIA dengan Pengguna Jasa. 

 4)  Memberikan penjelasan dan alasan kepada 

Pengguna Jasa dalam hal PIHAK KEDUA 

tidak dapat memenuhi pesanan; 

 5)  Menjamin keberadaan Jasa Kebersihan dan 

Tenaga Kerja yang dibutuhkan sesuai 

perjanjian kontrak; 

 6)  Memperbaiki dan/atau Mengganti barang 

yang tidak berproduksi dalam waktu 1x24 

jam, terhitung surat pemberitahuan yang 

diajukan oleh Pengguna Jasa; 

 

 7)  Dalam pelaksanaan pelayanan tidak 

memperhitungkan hari libur; 

 

 8)  Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 

berkala dalam waktu 2 (dua) bulan sekali 

kepada PIHAK PERTAMA; 

 

 9)  Memberikan keterangan-keterangan yang 

diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan PIHAK PERTAMA 

berkaitan dengan kualitas tingkat layanan 

Jasa Kebersihan;   

 10)  Menanggung seluruh resiko atas segala 

tuntutan dan klaim dari pihak ketiga yag 

disebabkan Pelanggaran Hukum 

Ketenagakerjaan/Perjanjian Hubungan 

Industrial oleh PIHAK KEDUA. 

 

 11)  Memberikan data-data/laporan yang benar 

dan diperlukan kepada PIHAK 

PERTAMA dalam rangka monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan jasa kebersihan. 

 



 

3. Bahasa dan 

Hukum 

3.1 Bahasa dalam KONTRAK ini adalah 

Bahasa Indonesia. 

 3.2 Hukum yang digunakan dalam kontrak ini 

adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 

4. Larangan 

Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme 

(KKN) serta 

Penipuan 

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/ jasa 

pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk 

: 

1) Menawarkan, menerima, atau 

menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah atau imbalan berupa 

apa saja atau melakukan tindakan 

lainnya untuk mempengaruhi siapapun 

yang diketahui atau patut dapat diduga 

berkaitan dengan jasa kebersihan 

sebagaimana tercantum dalam kontrak 

ini; dan 

2) membuat dan/atau menyampaikan 

secara tidak benar dokumen dan/atau 

keterangan lain yang disyaratkan untuk 

penyusunan dan pelaksanaan 

KONTRAK ini. 

 

 4.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak 

akan melakukan tindakan yang dilarang 

diatas. 

 

 4.3 PIHAK KEDUA yang menurut penilaian 

PIHAK PERTAMA terbukti melakukan 

larangan-larangan diatas dapat dikenakan 

sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: 

1) pemutusan KONTRAK; dan/atau 

2) Pencantuman dalam daftar hitam 

perusahaan 

 4.4 PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam 

KKN dan penipuan dikenakan sanksi 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Korespondensi 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk 

surat, e­ mail dan/atau faksimili dengan 

alamat tujuan PARA PIHAK yang 

tercantum dalam KONTRAK ini. 

 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 

persetujuan berdasarkan KONTRAK ini 

harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia, dan dianggap telah 

diberitahukan jika telah disampaikan secara 

langsung kepada wakil sah PARA PIHAK 

sebagaimana tercantum dalam 

KONTRAK, atau jika disampaikan melalui 

surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili 

yang ditujukan ke alamat yang tercantum 

dalam KONTRAK ini. 

2. Wakil Sah Para 

Pihak 

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan 

untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan 



 

atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan 

KONTRAK ini oleh PIHAK PERTAMA atau 

PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat 

oleh pejabat yang disebutkan dalam KONTRAK. 

Khusus untuk PIHAK KEDUA perseorangan, PIHAK 

KEDUA tidak boleh diwakilkan. 

 

B. PERUBAHAN KONTRAK, KEADAAN KAHAR, PENGHENTIAN DAN 

PEMUTUSAN KONTRAK, SANKSI SERTA PEMBAYARAN DENDA. 

3. Perubahan 

Kontrak 

7.1 KONTRAK hanya dapat diubah melalui 

addendum KONTRAK berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK. 

 7.2 Perubahan KONTRAK dilakukan apabila 

terjadi perubahan masa berlaku 

KONTRAK atau perubahan naskah 

KONTRAK. 

 7.3 Perubahan KONTRAK tidak dapat 

dilakukan dalam hal perubahan terkait 

harga satuan, spesifikasi, dan 

penambahan/ pengurangan produk. 

4. Keadaan Kahar 8.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam 

KONTRAK ini adalah suatu keadaan 

yang terjadi diluar kehendak PARA 

PIHAK dan tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya dengan ditentukan pernyataan 

keadaan kahar dari pejabat yang 

berwenang, sehingga kewajiban yang 

ditentukan dalam KONTRAK menjadi 

tidak dapat dipenuhi. 

 8.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka 

pihak yang terkena kahar memberitahukan 

kepada pihak lainnya paling lambat 14 

(empat belas) hari sejak terjadinya 

Keadaan Kahar, dengan menyertakan 

pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat 

yang berwenang. 

 8.3 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, 

KONTRAK ini akan dihentikan 

sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir. 

 8.4 Setelah Keadaan Kahar berakhir, PARA 

PIHAK membuat kesepakatan lanjutan 

pelaksanaan KONTRAK yang dituangkan 

dalam addendum KONTRAK. 

5. Penghentian 

Kontrak 

Penghentian KONTRAK dilakukan apabila masa 

berlaku KONTRAK telah berakhir atau terjadi keadaan 

kahar. 

 

6. Pemutusan 

Kontrak 

Pemutusan KONTRAK dapat dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA. 

 

 10.1 Pemutusan Kontrak oleh PIHAK 

PERTAMA 

  Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 



 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan 

KONTRAK sepihak melalui pemberitahuan 

tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah 

terjadinya hal-hal sebagai berikut: 

a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam 

melaksanakan kewajibannya dan tidak 

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 

b. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan 

pailit; 

c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan 

KKN, kecurangan dan/ atau pemalsuan 

dalam proses Pengadaan yang 

diputuskan oleh instansi yang 

berwenang; dan/atau 

d. Pengaduan dengan bukti tentang 

penyimpangan prosedur, dugaan KKN 

dan/atau pelanggaran persaingan sehat 

dalam pelaksanaan pengadaan 

dinyatakan benar oleh instansi yang 

berwenang. 

 10.2 Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA 

 

 a.    PIHAK KEDUA dapat memutuskan 

KONTRAK apabila PIHAK PERTAMA 

gagal mematuhi keputusan akhir 

penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini 

pemutusan KONTRAK dilakukan 

sekurang­ kurangnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah PIHAK KEDUA menyampaikan 

pemberitahuan rencana pemutusan 

KONTRAK secara tertulis kepada PIHAK 

PERTAMA. 

 b.  Kejadian sebagaimana dimaksud angka 

10.2. huruf a, adalah: 

1) akibat keadaan kahar sehingga PIHAK 

KEDUA tidak dapat melaksanakan 

pekerjaan sesuai ketentuan KONTRAK; 

dan/atau 

2) PIHAK PERTAMA tidak melakukan 

pembayaran sebagaimana yang telah 

diatur dalam KONTRAK ini; dan/atau 

3) PIHAK PERTAMA gagal mematuhi 

keputusan akhir penyelesaian 

perselisihan.   

7. Pemberian 

Sanksi 

11.1 PIHAK PERTAMA dapat memberikan 

sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila 

PIHAK KEDUA tidak melakukan 

kewajiban sebagaimana tercantum dalam 

KONTRAK/ Addendum KONTRAK. 

 11.2 Sanksi sebagaimana tersebut dalam 

klausul 11.1 meliputi: 

a. Peringatan tertulis dalam hal PIHAK 



 

KEDUA: 

1) Tidak memberikan penjelasan 

kepada Pengguna Jasa dalam hal 

PIHAK KEDUA tidak dapat 

memenuhi pesanan; 

2) Tidak menjamin produk dan 

pelayanan sesuai dengan spesifikasi; 

3) Tidak melaporkan pelaksanaan 

pekerjaan secara periodik kepada 

PIHAK PERTAMA; dan 

4) Tidak memberikan keterangan- 

keterangan yang diperlukan untuk 

pemeriksaan pelaksanaan yang 

dilakukan PIHAK PERTAMA. 

b. Pengenaan denda sebesar nol koma 

satu persen (0,1%) perhari 

keterlambatan dari nilai pesanan dalam 

hal PIHAK KEDUA: 

1) Tidak menanggapi pesanan sebanyak 

3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau 

2) Tidak melayani dan/atau 

mengirimkan seluruh atau sebagian 

pesanan sesuai dengan ketentuan 

dalam kesepakatan transaksi; 

c. Pemutusan KONTRAK sebagaimana 

diatur dalam klausul 10.1. 

d. Penentuan dalam Daftar Hitam (Black 

List) Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 11.3 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada angka 11.2 huruf b, c dan d didahului 

dengan pemberian Surat Peringatan dari   

PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA berdasarkan pengaduan atau 

pemberitahuan dari pihak Pengguna Jasa 

atas kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA 

atau berdasarkan penilaian pelaksanaan 

pengadaan dari PIHAK PERTAMA. 

 11.4 Surat Peringatan sebagaimana dimaksud 

pada angka 11.3 diberikan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari untuk Surat 

Peringatan Pertama, 3 (tiga) hari untuk 

surat peringatan kedua dan 3 (tiga) hari 

untuk surat pernyataan Ketiga, dalam hal 

PIHAK KEDUA tidak menanggapi Surat 

Peringatan sesuai dengan jangka waktu 

pemberian tanggapan sebagaimana 

tercantum pada Surat Peringatan maka 

PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi. 

 11.5 PIHAK KEDUA dapat memberikan 

sanksi kepada PIHAK PERTAMA dalam 

hal ini Pengguna Jasa apabila Pengguna/ 

Penyewa tidak melakukan kewajiban 



 

pembayaran sebagaimana tercantum 

dalam kesepakatan yang tertuang dalam 

Kontrak;. 

 11.6 Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud 

pada angka 11.5. didahului dengan 

pemberian Surat Pemberitahuan dari 

PIHAK KEDUA kepada Pengguna Jasa 

dengan tembusan kepada PIHAK 

PERTAMA. 

 11.7 Surat Pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 11.6. diberikan 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 

tenggang waktu masing­ masing Surat 

Pemberitahuan 7 (tujuh) hari, terhitung 

sejak diajukannya Surat Penagihan 

Pembayaran dari PIHAK KEDUA. Jika 

sampai dengan Surat Pemberitahuan 

Kedua PIHAK PERTAMA dalam hal ini 

Pengguna belum melakukan pembayaran, 

maka PIHAK KEDUA dapat melakukan 

stop service, dan jika sampai dengan Surat 

Pemberitahuan Ketiga PIHAK 

PERTAMA dalam hal ini Pengguna Jasa 

belum juga melakukan pembayaran, maka 

PIHAK KEDUA dapat melakukan stop 

service  dan PIHAK PERTAMA 

menjamin pelaksanaan jasa kebersihan 

tersebut dapat berjalan tanpa gangguan 

apapun.  

8. Pembayaran 

Denda 

PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sanksi denda 

sebagaimana dimaksud pada angka 11.2 huruf b ke Kas 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menyampaikan bukti setoran denda 

tersebut kepada PIHAK PERTAMA. 

 

C. PENGAWASAN MUTU 

 

9. Pengawasan 

dan 

Pemeriksaan 

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 

Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat 

memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 

 

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN ITIKAD BAIK 

 

10. Penyelesaian 

Perselisihan 

14.1 PARA PIHAK sepakat bahwa setiap 

perselisihan Perselisihanyang timbul 

karena perbedaan penafsiran dan atau 

pelaksanaan KONTRAK ini akan 

diselesaikan secara musyawarah untuk 

mencapai mufakat oleh PARA PIHAK. 

Setiap perbedaan penafsiran yang timbul 



 

wajib diberitahukan secara tertulis oleh 

salah satu Pihak kepada Pihak lainnya 

untuk kemudian dicarikan penyelesaian 

yang baik berdasarkan data dan fakta yang 

dimiliki oleh PARA PIHAK. 

 

 14.2 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender tidak didapat penyelesaian secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat, maka 

penyelesaian perselisihan tersebut dapat 

dilakukan melalui Layanan Penyelesaian 

Sengketa LKPP. 

11. Itikad Baik 15.1 PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas 

saling percaya yang disesuaikan dengan 

hak- hak yang terdapat dalam KONTRAK 

ini 

 15.2 PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan 

perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan 

kepentingan masing-masing pihak. 

 15.3 Apabila selama KONTRAK, salah satu 

pihak merasa dirugikan, maka diupayakan 

tindakan yang terbaik untuk mengatasi 

keadaan tersebut. 

 

E. KORESPONDENSI 

Alamat PARA PIHAK sebagai berikut : 

PIHAK PERTAMA : 

Nama : Leonard Yudiarto 

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa 

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat 

Alamat : Komplek Pemerintah Kab. Kutai Barat, JI. 

Perkantoran I Sendawar 

Telepon :   

Website :  

Faksimili :  

PIHAK KEDUA : 

Nama :  

Jabatan :  

Alamat :  

Telepon :  

Website :  

Faksimili :  

 

F. TANGGAL 

BERLAKU 

KONTRAK 

PAYUNG 

 

KONTRAK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 2022 terhitung sejak ditandatanganinya kontrak 

ini 

G. HARGA 

KONTRAK 

Harga KONTRAK adalah Harga satuan yang tercantum 

pada huruf (f) Batang Tubuh KONTRAK dan merupakan 

acuan untuk penandatanganan Perjanjian Penggunaan Jasa 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 



 

 

H. JADWAL 

PELAKSANAA 

NPEKERJAAN 

Jadwal pelaksanaan pekerjaan Jasa Kebersihan sesuai dengan 

jangka waktu berdasarkan perjanjian Penggunaan/Penyewaan 

yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan Pengguna Jasa 

dan terhitung sejak Jasa Kebersihan tersebut dioperasionalkan. 

I. PENGIRIMAN 

BARANG 

 

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kepada 

Pengguna Jasa, PIHAK KEDUA dapat menunjuk pihak lain 

untuk mewakili pengiriman serta serah terima barang dengan 

disertai dokumen yang lengkap dan otentik. 

 

J. DOKUMEN 

KONTRAK 

Dokumen KONTRAK merupakan lampiran yang menjadi satu 

kesatuan dan tidak terpisahkan dengan KONTRAK ini yang 

meliputi: 

1. adendum Kontrak; 

2. Berita Acara Hasil Tender; 

3. Spesifikasi Teknis; 

4. Daftar Pengguna Jasa Kebersihan; 

5. Kontrak antara PIHAK KEDUA dengan Pengguna. 

 

K. PERJANJIAN 

PENGGUNA/ 

PENYEWAAN 

SKPD/UKPD Pengguna Jasa danPIHAK KEDUA menyusun 

dan melaksanakan Surat Pemesanan sesuai dengan kesepakatan 

masing-masing pihak dengan tetap berlandaskan pada 

KONTRAK ini. 

 

-------------- DEMIKIAN KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ------------- ­ 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibauat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk  PIHAK 

PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup dan 1 

(satu) eksemplar untuk Pengguna Jasa tanpa materai. 

 

 

 

PIHAK PERTAMA  

Kepala Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, SE 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAKKEDUA 

 

…………………………. 

 

 

 

………………………………. 

Direktur 

 

 


